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PRAWACANA

Tulisan ini berusaha menielaskan eksistensi wali nikah
dan kebebasan perempuan yang termuat dalam
perundang-undangan hukum keluarga modem di
negara-negara muslim, yaitu Malaysia, Maroko, Tunisia
dan Syiria. Untuk tujuan itu, tulisan ini diawali tentang
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esensi sebuah perkawinan atau keberadaan sebuah
keluarga kemudian mendeskripsikan tentang wali nikah
dan kebebasan perempuan itu dalam kajian fiqh
.madhhab empat sebagai starting point untuk ietih jauh
melihatnya dalam sefting iristoris dan perbandingair di
antara negara-negara muslim tersebut dan diakhiri
dengan kesimpulan.

]ESENSI PERKAWINAN

Pembahasan tentang wali nikah dan kebebasan
perempuan tenhrlah harus melihat dan menghubungkan
dengan persoalan perkawinan secara komprehensip,
sehingga suatu persoalan tersebut tidak Lersifat parsial.
Oleh karena itu, persoalan tersebut perlu dikorelasikan
dengan status perjanjian nikah (akad nikah) dan tujuan
perkawinan itu sendiri.

Tentang pedanjlan perkawinan secara jelas
disinggung dalam al-Qur'an sebagai sebuah perjanjian
y'angkrat (mithiqn ghaliad) :

*+ iq'$1'*i,
".......Dan mereka (isteri-isterimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".l
Yang dimaksud dengan perjanjian yang kuat

menurut al-labari ialah perjanjian yang diterima wanita
dari suaminya pada waktu akad nikah. Perjanjian ini
adalah sebagai flrah ilahiyah untuk kelangsungan
manusia. Karena salah satu tanda kekuasaan Allah
a,Ialah adanya pemikahan yang memunorlkan rasa
tenteram dan saling kasih sayang. Tentu hal ini
rnerupakan sesuatu yang paling kuat untuk menjadi

1 a|- Nise\4): 21.



Huda, Wali Nikah 43

, 'Abd d-Ilelim Abn Shtqq h, Tahfir al-Ma?ah 6 'aar al-Risciah,
As'ad Yasin (Pen), flakzrta:Gema Insani Press, 1999), 100-101

pedoman kedua calon khususnya perempuan dalam
menin8galkan kedua orang tuanya, saudara dan semua
keluarga untuk kerelaan menjalin hubungan dengan
lelaki lain (bukan keluarga) dalam membagi suka dan
duka. Sesungguhnya perempuan tidak a-ka.n mau
meninggalkan semua keluarganya untuk hidup bersama
suaminya, kecuali karena dia percaya bahwa
hubungannya dengan suami lebih kuat dan lebih
menenangkan hati dari siapapun. Hal ini akan dirasakan
dan dimaknai sebagai hubungan kemanusiaan.2

Dalam al-Qur'an kata mithfrqd gftalil ditemukan
hanya pada tiga tempat, Yaitu 1) surah al-Alzab (33):7
yang digurnkan untuk menunjukkan perjanjian Allah
dengan sejumlah Nabi, 2) al-Nisa/ (4):154 digurnkan
untuk perjanjian Allah dengan kaum Yahudi, dan 3) al-
Ni*a' (4):21, digunakan untuk menunjuk perjanjian
perkawinan. Adanya transaksi atau ikatan suci di antara
laki-laki dan perempuan diasumsikan dengan kesucian
hubungan Allah dengan pilihannya. Karena itulah
sebuah perkawinan adalah pembentuk organisasi kecil
yaitu keluarga yang merupakan cikal bakal masyarakat
dan sebuah kontrak antara dua pasangan yang setara dan
mitra sejajar. Tidak ada konsep perkawinan sebagai
sebuah sakramen, kalau disepakati oleh kedua individu
bisa diakhiri, walau hal itu tidak disukai Nabi.

Adapun tujuan perkawinan ada tiga yang
diisyaratkan oleh Alqur'an yaitu: melangsungkan
kelangsungan hidup (reproduksi) manusia, dapat dilihat
dalam al-Shtra (42):11. al-Rum (30):27, allariq (86):G7,
dan tujuan pemikahan untuk pemenuhan kebutuhan
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seksual, misalnya dalam al-Baqarah (2):'1,87,223 dan al-
Nur QAl33. Tujuan ketiga adalah memperoleh
ketenanga& cinta dan kasih sayang, misal rialam al-Rum
(30);21. Dari surah alQu/an itu jelas bahwa tujuan
perkawirnn dalam Islam adalah sangat mulia dan
mr:lahirkan konsel:uensi hukum yang luas, baik bagi
kedua calon suami istri maupun lingkup yang lebih luas
yaitu masyarakat. Karenanya suatu perjanjian nikah
mestilah dilakukan oleh pihak yang sadar dan penuh
ke.matangan, demi merealisasikan tujuan perkawinan
sebagaimana tersebut.

PTNDANGAN FIQH TENTANG WALI NIKAH DAN
KEPEBASAN PEREMPUAN

Secara umum, dikalangan para imim madhhab tidak
teriadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali
dalam pemikahan. Mereka berbeda p€ndapat di dalam
menentukan apakah seorang wali memiliki kompetensi
absrolut (hak gbdr) ataukah tidak.

Abu Hanifah -sebagaimana dikutip al-Sharakhsi-
membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya
ataupun melakukan pembatalan nikah jika jelas-jelas
suaminya tidak memenuhi syarat pernikahary seperti
syarat kali'ah1. Hal tersebut didasarkan pad,a athar al-
gaf;nbah yartu kasus seorang wanita menikahkan anak
perempuannya kemudian disetuiui oleh Alis dan kasus
'A'ishah menikahkan anak perempuan HafEah.

. d-Sherekhsi, al-Mebsn, , vol 5, (Bciruc Dar al-Fikr,l989), 10.
Pcnclapat Abrn llanifah tc ng kelz'ah bis di..tikan sebag.i p.rs..m.an
at.u kcsedcr.ietan d.lam hal agama, nasab, mcrdeka, hart. d.n baik
buruk sifat daa waiehnya 6crt. lainny.. Lihat Abt Zalltah, zl-Ahvel al-
Shakhsilazl4 (Bci'Iut: Dir al-Fik , r.t), 156.

5 rbid.
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l,ebih lanjut, Abt Hanifah berpendapat bahwa
seorang wanita baik yang berstatus gadis (bikl) atau ianda
(tharyb) mempunyai hal menentukan dan memilih
sendiri calon suaminya. Bahkaru bila diketahui suatu
perniicahan dilaksanakan tanpa persetujuan pihak
wanita, maka aqad nikah tidak L,isa dilanjutkan,
meskipun atas prakarsa wali.

Hal di atas, didasarkan pada kasus Khansa binti
Khidam yang tidak setuju dengan calon suami pilihan
bapaknya, sehingga Rasul membatalkan perkawinan itu
dan harus persetuiuan kasus Khaasi binti I(hidirn.6
Dasar lairnya adalah tentang hadis seorang wali boleh
menikahkan gadis dengan syarat setuiu dengan
perkawinan itu, tanda persetujuannya dengan diamnya,
bila menolak gadis tidak boleh dipaksa.T Di samping
kedua dalil di atas, pendapat Abn Hanifah juga
didasarkan pada pertimbangan bahwa pilihan
perempuan sendiri lebih menjamin kebahagiaan
dibanding pilihan walinyas.

1,i.*ri-, j'..;.r; ,Ji i,l: Jlii ,tJr,JJi)atiJl: 4t it u,zr-uiv 7r
6r sl, .ir IJ-FJ ,riJ ai J t ) JV,?,i-J.t: Jli. irJl' v,,.-:J qirt
', i/irl J nr Jr-) r. cJril ,9Jt /lt Jraf ,suJ gl J! J-)U .rpu *J ab

..r)vr.Jt.rJ), irJ J,rtr a,, .!rJ ; J! .l-.J' dr' irr .rJ)' ,ISJJ C,
Ile&rh di atae mcolclesk D b.hsz v.nitr tid.k bolch diP.loe di

dalam ecboeh pcmikahaa. Paksean ddam pcrkawinen iust u .kad
Ecdbai.lLany.. Lihat Ibn Hair d-'Asqaltri, Fath el-Batt, D(. (ttp.l
Metbe'.f, SaLfy.t, t t), 101-102

, .J- or.l.r. rir., riib tai, J i,iL-J Jlg'., qJJ J. r+-i{ (rl Fll
D.a iug. diiel.sk n del.m bcb€r.pa sumbcr-sumbcr kit.b hadith

lainnyr
t 

^L*zr.kJd.si, 
el-Mabsnt 4
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Sedangkan Imam Malik, berpendapa! wanita tidak
bisa menikahkan dirinya sendiri. Menurutnya, kehadiran
rvali dalam suatu pernikahan mutlak ciiperlukan.

Hanya saja, menurut Imam Mehk, wali tidak boleh
bersikap otoriter dalam menentukan pasangan anaknya.
Wali harus bersikap akomodatif terhadap pilihan
anaknya. Lebih jauh, Imarn Malik memberikan porsi
lcepada wali sesuai dengan kualifikasi dan stratifikasi
arak.1o Bila seorang wali akan menikahkan anaknya yang
berstatus janda, maka ia harus lebih dahulu mendapat
persetujuan yang tegas . Bila anak yang akan dinikahkan
itu berctatus gadis, maka hanya bapaknya sendiri saja
yang memiliki hak ijbdr. Sedan;kan wali lainnya tidak
mempunyai hak rybdr sehingga harus ada persetuiuan
dari gadis itu. Pendapat tersebut di dasarkan pada
hadith:

taL-., Lailj 16 ,ij r! J!i:--,- s4rsY/ r o, r, ;.,,;-i 5,!l
Hadith di atas menyatakan bahwa janda lebih

berhak dibanding walinya, sehingga seorangh wali harus
mendapatkan persetujuan darinya. Sedangkan bila
anaknya berstatus gadis, maka wali cukup memberi tahu
saja.12

Menurut Imam al-Shaf i, kehadiran wali menjadi
salah satu rukun nikah, sehingga sebuah perkawinan
tanpa adanya wali tidak sah.t, Namun demikian wali

D d-Jazryd, frAb el-Fiqh 'el, Mrdhzhib al:Atba'ahYol l,
(Bcirut Dar .l-Kit b .l-Il6iyyah,190),35

,t,.ih.t Sehlh Muslim, ha<firh 1421 vol 2, 1037,

..,.+r, J (,rr,iJr r,. ii. nrg- \Al, ,i-t S)t, \dJ J, r+-+ d,i !+Ir

_ D d-N.wtwi, zl-Mrin t ' fr Sh.tt .l-Muhzdd.4 vol. 17, (Beirur
Der al-Fikr, 1990, 306

. r. .l-Shn6"r, al-Umm, lsl'n^il Ya'kub (Ierfl,YII, oakan.: t.n.p,
198q,181
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tidak boleh mempersulit perkawinary bila calon suami
telah memenuhi syarat kafa'ah. Pendapat ini didasarkan
pada QS. al-Baqarah (2):232te, a1-Nisa'(4):34 dan 25.
Begitu juga hadith 'A'ishahrs , tentang ketidakabsahan
perkawinan tanpa wali serta beberapa athar al-gahdbah.

Dalam kasus perkawinan yang tidak memiliki wali nasab
dapat digantikan dengan wali hakim.tr

Untuk melihat pendapat al-Shaf i tentang porsi
relasi wali dengan anak perempuan dapat dilihat dari
kategorisasi yang ia buaL Ia memetakan wanita dalam
tiga katagorisasr, yaitu gadis belum dewasa, gadis
dewasa dan janda. Untuk gadis belum dewasa ini
seorang wali boleh menikahkan gadisnya walau tanpa
sepengetahuan perempuan gadis itu asal
menguntungkan perempuan sendiri, dan wali sama
sekali tidak boleh memaksa menikahkan jika nanti
merugikan.rT Argumen keberadaan hak rTbdr ini
didasarkan pada \adith fi'liyah nabi yang menikahi
'A'ishah ketika belum dewasa.rs Namun gadis belum
dewasa ini berhak memilih (kniy,ir) kelak kalau dewasa.

B lbn Ilair el-'Asqd:oi, Fzth al-B&tt .

r-.n J s)r,iJr .'jri. Ura d!!J r,i.r tsJrr kJt ir T-."r .fi rJ,
Iledirh ini sccata cksplisit iclae diguaakan ddil utrtuk

mcaluetifikasi perkawinen parcmpu.a yang bclum dcq,.s. d.a .d.ny.
bal( lTbrIr begi wdi pcrcapu2.a tcrs.buL

5 a!-Sh.yr.ri, .l-Moh.ddab fi Fiqh Imrm zl'ShrfiJ, ll,
(S€B.r.ng: Toha Pur., tt)J5

t, Hat irtimiwe bcrup. DcE.ha iurpro h. 3 .& sy...g scpctti:
t)Tid.k .da pcr6u6uh2a .nt m ea,,g weli dcogea pcrcmpuan, 2) Ti&k
.d. pcr6ucuh.l atrt ra cdotr suami dctrg.n PctcmPu.a' 3) kcduenye
sckuiu daa 4;, oehr yeog paatee, [het d DiDyrd., frart .I-Irlibl4lll'
(rLp: Dar d-Kutub aFA'abiy.h, Lt), 30&309

D

c.+ 31 { ,:J+ri1.4r e- ti ,.- ca irtV), r'l-.1 +r,.ir ,rt- o'l' ;i.i,^, ., gJl,irr !rJ). Jr CJ
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Untuk perkawinan gadis dewasa, al-Sha{i'i
menetapkan bahwa wali perlu melakukan konfirmasi
kepada gadis yang telah dewasa, meskipun hal terscbut
bukanlah keharusan tapi sekedar pilihan. Penetapan ini
didasarkan pada inferersi secara malhim mukhalafah dari
hadith yang menyatakan janda lebih berhak dibanding
walinya.le Sedangkan untuk menikahkan janda, wali
harus mendapat izin secara tegas dari janda tersebut. Hal
tersebut didasarkan pada pernikahan Khansa binti
Khidarn-

Senada dengan lmam Malik dan al-Shaf i, Imam
Hanbali berpendapat, bahwa keberadaan wali dalam
perkawinan merupakan rukun nikah. Artinya, sah
tidaknya suatu perkawinan sangat ditentukan dengan
ad.a dan tidaknya wali.m Hanya saja menurutnya, ketidak
hadiran wali nasab yang lebih dekat (aqrab) dalam suatu
perkawinan karena alasan tertentu atau disebabkan
memang sengaja mempersulit perkawinary maka wali
yang lebih jauh atau hakim bisa menggantikannya.a

Dari paparan di atas, dapat diketahui secara detail
bagaimana pendapat masing-masing imam madhhab
berikut argumentasi yang mendukungnya. Menurut
;xrnulis, memang masing-masing mengemukakan
argumentasi yang bersumber dari alQur'an, sunnah dan

t -uL, rii! ,t "r irJL-, tr' rd t C * ,y' $t
H.dit iDi bcrgulnbcr dari.Abdullah Ibtr.Abbrs daldt Sebth

Muslim.

- .:1rr ;l rr.12. fu !! 6(3 1

Lib.a IbD Qudlrnah, Mughrrl ShzrL Xtblr, vol 7 (Bcirut D.r.l-
Fikr, 1984), 133.

" .rlg)1r$ irrlLJr
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athar al-yf;abah, namun terkesan masing-masing tidak
berupaya menampilkan keseluruhan adillah, sehingga
diperoleh pemahaman yang holistik dan komperhensif.
Abu Harufah misalnya, membolehkan wanita
menikahkan dirinya tanpa wali, hanya mengemukakan
nagg yang mendukungnya saja, sebaliknya, nass lain yang
yang mengharuskan adanya wali, tidak ia tampilkan.
S€mentara adanya hak ijbdr wali baik dari pendapat al-
Shafi'i, MaUb dan Hanbali hanya mengambil makna
impbsit (nnfrflm mukhdlafah) dari hadith yang digunakan
Abt Hanifah untuk menetapkan larangan ijbdr. Sebagai
tawaran kompromi (al-jam' wa al-trufq) patutlah dicatat
ungkapan Khoiruddin Nasution :

"......... Komprorni yang mungkin dilakukan
adalah, yrtama, bahwa nikah dengan wali atau
ijinnya dan persetuiuan mempelai sebagai ideal
Islam, sementara pernikahan tanpa wali atau
ijinnya dan tanpa pers€tuiuan mempelai sebagai
kasus temporal yang praktis sifatnya, karenanya
merupakan pengecualian. Kedua, boleh jadi
kebalikan dari alternatif pertama, bahwa
pemikahan tanpa wali atau ijinnya dan tanpa
persetujuan mempelai sebagai ideal Islam,
sementara kasus nikah dengan wali atau ijinnya
dan dengan ijin mempelai sebagai kasus
temporal yang praktis sifatnya. Kefria barangkali
nikah tanpa wali sebagai ideal Islam. Keempat,

wanitapun boleh meniadi wali nikah. Tetapi

Huda, Wali Nikah....
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hampir dapat dipastikan bahwa kawin paksa
dan nikah dibawah umur bukan ideal Islam. ur

WALI NIKAH DAN KEBEBASAN PERIMPUAN
DALAM HI'KUM KELUARGA NEGAR{-NEGARA
MUSLIM

Hukum Keluarga Malaysia

Islam dinyatakan sebagai agama resmi di Malaysia.
Secara yuridis - administratif, pengawasan dan
implementasinya diserahkan pada seorang sultan melalui
lembaga semisal peradilan. Namun demikian, negara
meniamin bahwa setiap kelompok agama berhak
mengurusi masalahnya sendiri.

Teks pasal yang berkenaan dengan ini
menyebutkan:

"Hukum Islam serta hukum pibadi dan lceluarga ilai
orang-orang beragama lslam, termasuk hukum Islam
yang berkenaan ilengan waisan, ada tidalorya waisan,
perfufldflga.n, percercian, penoalian,
pembeian, pembagian hana beada dan barutg-barang
yang dipercayakan, wakaf lslam, penentuan d.an

pengatunn dana sosial ilan agama, penunjukan wali dan
pelembagaan orang-orang be <eruan ilengan lembaga-
lembaga agama dat sosial lslam yang seluruhnya
beropoasi didalam negma, adat Meloyu, zakat ftrah,
dan baitul mal atau potilopatan Islam yaag serupa
dengan ifiL..."2s

u Kho.roddin Na.sution, 'Mcnrik pi Kit b-tritrb Fikib
Konvcnsionel dalam Manjamin H.k Vanira Mcncatukea Peraogea
Itidtap', d.l.d 2l-Si?eh No. 8 Tb.200r, 14+145

zs Fred R. Von &r Mchdcn, "Xrbaogkit& Islarn di Melaysia',
ddam John l. EsPo,siao <Ed), Kcbzrlgkit n Isl.m p.d. Pcrubehe, Sosi,,l,
o.karta: Bulrtr Biatang, 1980),.251

:;0
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Mayoritas muslim di Malaysia adalah pengikut
madhhab Shaf i. Hal itu terlihat ielas dalam praktek
kehidupan beragama khususnya dala.n hukum ahardl al-
shaHriyyah meliputi hukum keluarga dan hukum waris.
Walau demikian, dalan realitasnya pengawasan dan
irnplementasi hukum Islam ini harus atas kendali Sultan-
Sultan yang memimpinnya mengingat Semenanjung
Malaysia pada waktu itu memang dikuasasi beberapa
kerajaan Islam yang dipimpin langsung oleh Sultan
seperti di kerajaan Johor, Malaka, kelantan dan
Trengganu:r.

Selama penjajahan Inggris, sistem regulasi terjadi
perubahan dimana bentuk dan peraturan lokal yang
berhubungan dengan praktek hukum Islam seperti
pengadilan shari'ah tentang perkawinan, perceraian dan
kewarisan mengikuti model Inggris. Keadaan tersebut
berlanjut sampai Malaysia meraih kemerdekaan

Setelah dapat melepaskan diri dari Inggris dan
pemerintahan Malaysia berbentuk federal 1953, telah
banyak usaha untuk merespon masyarakat untuk
membuat Undang-Undang Hukum Keluarga seperti di
negara bagian Johor dan Trengganu yaitu Administrasi
UU hukum Islam dan juga negara bagian lainnya seperti
Kedah, Malaka, Negeri Sembilao Penang, Perlak, Perlis
dan Selangor dengan administrasi UU hukum muslim.
Begitu juga di negara bagian Serawak dan Sabah di mana
muslim minoritas, tetap memberlakukan UU Mahkamah
Melayu 1915.2

z John L Espocito (Ed), EasiHopedi Ox.ford Dunie Isl.m
Modcn , lll, [^kfi^, Illizan, 2N0),329

, Tahir Mahmood, Personal Law in Islzmic 6our,rcs, (Ncw
Delhi: Academy of Law and Religion, 1987),220.
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^ rbid.,2l

' Sebegeioana hasil pcaclitiaa Xhoiruddin Nasutior tcntang
pcrbandingaa hukrm kcluarge .nt r. Itrdoncri. daa Mrleyeie,
di5cbutlen &lem bcbcrape UU acgzn tagian Malal'eia, ecpcrti UU
untuk oresg IshE Sdaagor 1952, UU klam Trcrgganu 1955, UU Agema
Islem Paharg 1956, tlU uatuk Oreag Ielem M.lak 1959, IJU untuk
Orang Ielzm Puleu Piaaog 1959, lru UfiuL Orang Islem Ncgcri
Scmbilaa 1!X0, UU oatut Oraag Kcrleh 1962, UU untuk Oraog P.[s
1964, UU unruk Oreag Pctek 1964, UIJ M.l'L-qdl Syari'fi dza ScbaL
sehrb H.l Ihvd So.ni-lstcri K.l.nr.nt966 detr Mziclis Ad.r d.r Mclayu
kcl.ntan 1966 drn UU Islaar Johor 1979 pa& intiaya measyaratlan wali
dzlem prctkawiaaaa ecn .d.ny. h.t H.kim untuk menggaati sutue wali
oenab dalam kasue rcrt.rtu, bcgiru iug. acnarDg Frsctuiu.n F cmpudr
dd.m E.nctuk2D pilit tr iodohny., lih.r Sreau, Venitt di Asiz Tenggaq
Scbuah Studi Pqbeodingan ltuk m Kcluzrge hdoncsiz dzn Miiysia
Discrtasi, Yogyakzrtn 2fil,EUzSZ Uh.t iuga M. B- H.o,fJf:ct, I,rd..ttg-
unrlang Islam di Asia Tcnggz4 (Kuala Lumpur: Amparg Prcso, 1992),
165.

Selama tahun 1983-1985 terjadi usaha untuk
menyegarkan legislasi di Malaysia dalam bidang Hukum
Keluarga yang diterapkan di beberapa negara bagian.
Undang-undang Hukum Keluarga Islam 1984 ini berisi
1!|5 pasal yang terbagi dalam 10 bagiarr.B

D daiam prundang-undangan Malaysia baik
Undang-undang Persekutuan (federal) maupun di tiap
tiap negara bagian, wali nikah ditetapkan sebagai salah
satu rukun akad perkawinan. Hal tersebut mempunyai
konsekwensi, apabila perkawfuun dilaksanakan tanpa
adanya wali maka tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan pengertian wali di sini adalah wali
nasab yaitu keturunan dari yang paling dekat sampai
seterusnya. Apabila terjadi persoalan atau kasus Ertentu
sehingga wali nasab tidak bisa menikahkarL maka dapat
diganti wali hakim. a

Sedangkan persoalan kebebasan perempuan dalam
memilih jodohnya, Hukum Keluarga di Negara Bagian
dan Persemakmuran menetapkan bahwa sebelum wali
menikahkan, ia harus mendapat perseiutujuan
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perempuan yang di bawah perwaliannya. BiIa wali
melanggar ketentuan tersebut maka bisa didenda
maksimal i000 Ringgit atau penjara maksimal enam
brrlan atau kedua-duanya. Akan tetapi d.alam beberapa
UU negara bagian masih ada juga yang mengakui
adanya hak ijbdr d,ai wali yaitu bapak seperi UU
Kelantan.3o

Hukum Keluarga Maroko

Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di
bagian Barat Laut Afrika, bagian Utaranya berbatasan
dengan Mediterania, bagian Timur berbatasan dengan
Aljazair, bagian Tenggara dan Selatan berbatasan dengan
Sahara Prancis dan Spanyol, sedangkan bagian Barta
berbatasan dengan Samudera Atlantik.3l

Penduduk asli negara ini adalah Barber, yaitu
masyarakat kulit putih dari Afrika Utara yang konon
masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah
dan merupakan penganut agama Islam bermadzab
Maliki. Penaklukan Maroko oleh bangsa Arab baru
terjadi pada abad ke 7 - 8. Dari situlah segera terjadi
arabisasi di negara ini, termasuk dalam masalah bahasa,
dimana bahasa Arab merupakan balnsa administrasi dan
kebudayaan, serta bahan pengantar dalam dunia
pendidikan.

Antara tahun 7972-7916 Maroko berada dibawah
dominasi politik Perancis dan Spanyol, tentu saia sistem
kedua negara ini banyak mewarnai hukum lokal yang
berlaku di negeri tersebut terutama dalam hukum Sipil.
Adapun hukum keluarga Islam, masih mengacu kepada

{ rbid., ?5t.
!r Wil.im P (Ed), .E rcrbloped, B.i.znic4M.tocco,l5
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madhhab Maliki. Namun demikian karena besarnya
pengaruh hukum Spanyol dan Perancis maka hukum
Keluarga Islam juga sedikit diwamai kedua sistem
lrukum tersebut disamping hukum lokal yang ada.
.Melihat kondisi hukurn Keluarga Islam semacam ini,
maka negara terpanggil untuk melakukan kodifikasi
J:rukum sekaligus untuk melakukan reformasi hukum
keluarga yang hal ini sangat intens ketika maroko dapat
melepaskan dari belenggu penjajah.

Tindak lanjut dari upaya menegembangkan
kodifikasi hukum keluarga adalah pada tangal 19

,q.gustus 1957 pemerintah Maroko mendirikan komisi
yang bertugas untuk menyelesaikan draf tentang
undang-undang hukum keluarga. Sumber draf ini adalah
prinsipprinsip dari madhhab Maliki, khususnya koraep
masJaf;ah mursalah dan Undang-undang yang
diberlakukan dinegara muslim iainnya.3a Rancangan
tersebut kemudian resmi menjadi UU pada tahun 1958
yang di beri ttel Mudiwanat alAbwal al-Shakhsiyyah yang
terdiri dari 300 ayat dalam enam bagian.sa

Di dalam Hukurh Keluarga Maroko, wali nikah -
sarur halnya dengan Malaysia- menjadi rukun
pernikahan. Kalau terjadi kasus, seorang wali tidak mau
menikahkan maka bisa di ganti wali hakim dengan syarat
sek r (kafa'ah). Akan tetapi persoalan sekulu di sini
terbeda pengertiannya dengan konsep dikenal dalam
fi14t Y.aft'ah yang biasa dipahami sebagai kesederajatan
dalam hal yang bersifat gengsi dan materialistis seperti
dalam nasab, harta, merdeka dan stafus Muslim ternyata
berpindah dalam persoalan yang bersi{at psikologis

, Tehir Mehnoo4 Pc.so, al law, 118-

33 lbid.
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sosial seperti adanya rasa cinta dan sudah berhubungan
erat. Untuk lebih jelasnya, UU Maroko pasal 13
menyatakan;

"Kalau wali nasab mmghinilat mrnjadi wali, hakim
bcleh memaksanya. Knlau sudah dipaksa tetap tidak
berkman, hakim berhak menjaili wc-li bagi wanita
tersebut, d,engan syurat ada malur yang pantas dan
nikah dengan laki-laki yang xhtfu" .u
Adapun persoalan sekufu memang tidak terlepas

dengan kondisi dan lingkungan yang mengitarinya.
Seperti sekufu diartikan kesederajatan sebelum akad
nikah teradi, namun dalam kondisi dewasa ini sekufu di
Maroko diartikan asal dapat memberikan mahar yang
Pantas dan dapat memberikan nafkah kelak kalau sudah
berkeluarga. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan
konsep sekufu fiqlu karena dalam kenyataannya sekufu
dalam nasab, harta, merdeka, baik muka dan sebagainya
temyata bisa saja hilang dan berubah dalam perjalanan
berkeluarga nanti sehingga praktis tidak berdampak
hukum apapun. Artinya akad nikah yang telah
berlangsung tetap sah dan mengikat walaupun materi
sekufu telah berubah total. Yang masih sangat diakui
sebagaimana yang ada dalam dalam konsep fiqh klasik
adalah materi status Muslim dan berpendidikan agama
tinggi dianggap merupakan mateia kafi'ah yang paling
dominan.

Tentang kebebasan perempuan dalam perkawinan,
perundang-undangan Maroko kurang tegas karena
disatu sisi melarang adanya nikah paksa, disisi lain

x Francois-Peul Bl-Al.lCn Llotdz*ana Codc dc Stztut P*sonacl
e, des Succession* Editioo S1'noptique Fr.nco-Anb, (t.n.p: Sochcprcsa-
Uriver6itc,t.t), 4M9. Lihat iut. T.hi; Mab-m ood, Ftsonal l.v 12-0
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mas,ih diberlakukan adanya te.k iibar.tt' Namun pada

intinya persetuiuan calon diharuskan dan secara implisit
mengasumsikan adanya prinsip pelarangan nikah paksa.

Kebolehan memaksa nikah (yba{ bukan alasan semata-

mata subyektifitas dari wali (bapak), aka:r tetapi karena

ada argumentasi lain yaitu bila ddak dinikahkan akan

terjerumus pada sikap fasad (kebeiatan) sebagaimana

dalam UU Maroko 12 ayat (4) :

" seorang wali, meskipun bapak, dilarung menaksa

anabty+ meskipun masih gailis, yang sudah ilewasa,

mmikah tanpa izin dan pa'xtujuan gailis, kcauli ada

lekalrutatiran gadis akan jatuh paila suatu perkaurinan

yatg fasail. Untuk kasus terathb ini h*im yang bohak
memaksatrya aikah doryan laki-laki yang xhtfu xbagai
usaha peomtif ilan petbuatan fasad tersebut".x

Hrnkum Keluarga. Tunisia

Ketika pertama kali Islam masuk ke Tunisia, mayoritas
masyarakat Tunis, terutama di kawasan Magribi, adalah
pengikut sunni yang bermadhhab Maliki.

Namun setelah kedatangan bangsa Turki yang
memerintah di Tunisia dengan membawa madhhab
Hanafi, maka sedikit demi sedikit baik melalui
kekuasaan pemerintahan langsung maupun melalui
sebuah sistem kedaerahan merrberi pengaruh penting di
negeri ini. Sehingga keberadaan pengikut madhhab
$3nafi dan Maliki keduanya saling berdampingan.

rs Lihar UU Mzroko pasd ,:2 z,f.t (2), ddem El Alaoi eod
flidchlific, Islamic Martiagc and Divotcc Lzws oi The Anb Votld,
(Jt ondon: Kluwcr lew Intcrnasiond 1996), Z)0

35 lbid.
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Ketika Perancis menguasai Tunisia, Perancis

menyerahkan soal-saol hukum keluarga, misalnya

perkawinan, perceraian, kewarisan dan kepemilikan
tanah pada yurisdiksi shari'ah yang dikepalai oleh
hakim-hakirr. Sanafi atau Maliki, sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsipprinsiP peraturan hukum
Perancis.

Kondisi tersebut berlangsung dengan mulus
karena secara politis, upaya pengernbangan dalam
berbagai bidang termasuk hukum keluarga sangat
tergantung pada peran ulama seperti I(hiyar al-Din yang
berusaha memahami atas konsep dan perihal bant yang
datang dari Perancis. Di Tunisia, tercipta hubungan yang
harmonis antara ulama dan beberapa kalangan termasuk
pejabat Perancis. Keduanya bekerja sama dalam
mengembangkan berbagai hal seperti administrasi
wakaf, publik dan menejemen zakat dan pajak.:e

Setelah merdeka 1956, upaya bertahap untuk
membentuk hukum keluarga secara konprehensip terus
dilakukan. Pengembangan dan kodifikasi hukum
keluarga di Tunisia terus dilakukan. Materinya dalah
pemikiran hukum dari gabungan antara madhhab Hanafi
dan Maliki. Usaha itupun berhasil dengan berlakunya
Undang-undang hukum keluarga Majalla al-Afowil al-
Shakhsiyy ah tahttn 1 955.:s

Tentang wali nikah, Tunisia tidak mengharuskan
adanya wali dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan
UU Tunisia pasal 3:

t lbid.,229-230

s Tahir Mahmood, Personal 1evl52
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" Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan pelsetujua.n
kedua mempelai, dan disaksikan d.ua orang saksi dan
xjumlah nahar untuk calon isteri".lo
Dari pasal di atas tentang kebebasan perempuan

dalam perundang-undangan Tunisia dengan tegas
mewajibkan persetujuan calon sehingga hak pilih kedua
calon sangat diperhatikan.

Adapun eksistensi wali baru diterima bila dalam
kasus calon pengantin yang masih dibawah umur
kedewasaan. Artinya keberadaan dan persetuiuan wali
diperlukarg bila wali menolak untuk memberikan
pers€tuiuan maka persoalan ini diserahkan kepada

frengadilan.4l Adapun tentang persoalan kofo'd,
sebagaimana yang disyaratkan konsep fiqh Abt Hanilah
k:tika dapat menikah tanpa wali temyata dalam
kebiasaan di Tunisia sudah tidak berlaku lagi. Kebebasan
memilih calon pasangan serta merta telah meniadakan
matei kafd'ah sebagaimana yang diatur dalam fiqh klasik,
kecuali pada hal yang memang secara ekplisit sangat
meru gikan bagi perempuan.

Hukum Keluarga Sfria
Ketika Syiria di bawah kekuasaan Turki, seluruh
perundang-undangan dan sistem peradilan mengikuti
sistem Turki seperti pengundangan UU Sipil 1875 dan
hukum Keuarga 1917 yang notabene adalah mengikuti
madhhab Eanafior. Namun ketika Syiria dibawah
penjajahan Perancis, maka . sistem perundangannya

.0 T.hir Mehnoo4 Frtn iy L.w Efom in thc Muslim VorH
(Bombay NM TRIPHATI PYT,1972), 107

.r Ibid"

.2 lbid., rig
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mengikuii sistem Anglo-Perancis sehingga hal ini sedikit
mempengaruhi hukum keluarga di Syiria. Dalam
wilayah hukum yang sensitif, Perancis menjadi kesulitan,
hal ini terjadi ketika Perancis mencoba menerapkan revisi
atas Undang-undang hukum keluarga yang didasarkan
pada hukum Islam, para hakim muslim berkeras
menentangnya. Namun demikian akhimya Perancis juga
dapat menerapkan keteraturan yang lebih besar dalam
soal pengelolaan untuk mengendalikan amarah kaum
muslim di Syiria.a

Syiria memperoleh kemerdekaan tahun 1947.
Upaya reforrnasi disegala bidang terus dilakukan seperti
pemberlakuan Pidana, Perdata, UU Niaga !949, Acata
Pidana 1950 dan Acara Perdata 1953. Upaya intens ini
dilakukan dengan mengadopsi dan mengambil sumber
dari berbagai perundang-undangan yang ada
sebelumnya Seperti Hukum Keluarga Tul}i L917,

Hukum Keluarga-Waris Mesir 7920-7926, dan dari Qadi
Damaskus, ShaylJr Ali Tanlawi berusaha mengawali
reformasi hukum ini sehingga dari draf yang ia susun
kemudian ditetapkan r.bagai Qanin al-Afowdl al-

Shakhsiyyah pada 17 September 1953. Undang-undang
Hukum Keluarga Syiria ini terdiri dari 308 Pasal dalam
enam bagian.q

Tentang persoalan wali nikah dan kebebasan

perempuan daLam perundang-undangan di Syiria
disebutkan jika wanita dewasa menikahkan dirinya
sendiri, tanpa persetujuan wali, perkawinan tersebut
adalah perkawinan sah kalau menikah dengan lakiJaki
yang sekufu. Sebaliknya bila tidak sekufu, wali bisa

.rJohn L Espo6ito (En), Encuopcdi Oxford...' Zl0

a'Iahtu M.hnooq Pcrsonal law.140
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membatalkan perkawinan itu. Seperti dalam UU Siria
1Jo.347975 pasal27 :

"Pemikahan seorang gadis daoasa dengan laki-laki yang
sehtfu , tanpa persetujuan wali adalah sah. Kccaali
menikah dengan laki-lah yang tidak sekufu, wali berhak

menunfut pembatalan".u

Namun bila si wanita telah hamil, maka hak
prembatalan wali menjadi hilang. Apabila wali nikah
b,ukan dari bapak atau kakek, persetujuan calon
pengantin sangat dibutuhkan.r Sekali lagi dalam konsep
kafa'ah di negara Timur Tengah pada umumnya adalah
atas dasar pemberian mahar yang pantas dan
diasurnsikan dapat memberikan nafkah kelak. Namun
hal inipun nrasih dalam kondisi debatable karena
s,'andainya pada perjalanan keluarga nanti ternyata
nafkah kurang atau tidak dapat diberikan iuga terserah
bagi kedua belah pihak, artinya pada kondisi tersebut
pemikahan rnasih tetap sah kecuali ada salah satu pihak
y,mg tidak setuju kemudian mengajukan pada Hakim.
Pada akhimya hakim yang menilai persoalan ini.

POSTWACANA

Diskursus wali nikah dan kebebasan perempuan di
negara-negara Islam dapat disimpulkan sebaga berikut:
l. Negara Malysia dan Maroko masih mengukuhkan

eksistensi wali nikah sebagai syarat wajib dalam
pemikahan.

" El Alami .nd Hincblifrc, lslamic Mattiage, 219

s rbi4 2m
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2. Sedangkan negara Tunisia dan Syiria meneraPkan
peraturan bahwa perkawinan sah, meskipun
dilaksanakan tanpa. seizin wali.

3. Sedangkan tentang kebebasan perempuary Tunisia
dan Slria melarang pemaksaan dalam nikah.
Sedangkan Maroko walaupun melarang nikah paksa
tapi masih mengakui he.k ijbdr dalam pengertian
sempi! yaitu bila wali mengkhawatirkan gadis dalam
lembah nista (zina). Begitu juga Malaysia, secara
umum menolak kawin paksa, nanun hanya pada UU
Kelantan yang masih mengakui hak rybdr itupun harus
sekufu.

4. Penulis menemukan sebuah keniscayaan dari prinsip
taghcyyur al-a$nm bi taghayyar al-amkim wa al-azminah.
Kodfikasi hukum keluarga di negara-negara Muslim
sangat dipengaruhi aspek sosial masyarakat yang
berkembang dan aspek politis kolonial. Karena itulafu
Hukum keluarga di negara-negara muslim mengalami
banyak perubahan dari konsep awalnya sehingga
memunculkan keberanjakan fiqh yang tercantum dalam
UU Hukum Keluarga negara tersebut.
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